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PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat. JI. Persatuan Raya No. 116 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
Tlp/Fax (0482)21069/22450 Kode Pos 92612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tercapainya penyelenggaraan
penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Sinjai, perlu dilaksanakan Pengelolaan sistem
Informasi Teknologi Perizinan dan Non Perizinan
Kabupaten Sinjai tahun 2022;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan sistem
Informasi Teknologi Perizinan dan Non Perizinan
Kabupaten Sinjai Tahun 2022, maka perlu membentuk Tim
Pelaksana Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem
Informasi Teknologi Perizinan dan Non Perizinan
Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-umdang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041});

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kalidengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita
Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri DALAM Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 68);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelaynan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 45);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Paanjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Taambahan
Lembaran Daerah Kaabupaten Sinjai Nomor 115);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
152):

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
129);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 175;
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Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2018-2023 ( Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2021 Nomor 17);

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman  Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu ( Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2021 Nomor 64);

Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang
Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2022;

Keputusan Bupati Nomor 869 Tahun 2021 tentang
kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub
Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Teknologi
Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Sinjai Tahun 2022,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pengelolaan sistem informasi melalui
Website dan Media Sosial;

b. Melakukan pengelolaan sistem pelayanan informasi
perizinan investasi secara elektronik;

c. Melakukan dokumentasi dan pengarsipan data layanan
perizinan dan non perizinan melalui sistem IT
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KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

INAS,

W
iy rermtlBHEMAN DAHLAN, S.IP, M.Si
T Pangkat: Pembina Utama Muda

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

Bupati Sinjai ( sebagai laporan )

Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;

Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sinjai;
Arsip.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

NOMOR |g  TAHUN 2022

TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022,

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN KET
DALAM TIM

1. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Ketua

2. | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan

Wakil K
Pelayanan Terpadu Satu Pintu i

3. | Kabid Data, Sistem Informasi Teknologi dan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sekretaris
Pelayanan Perizinan

4. | Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Anggota

5. | Analis Kebijjakan Ahli Muda Sub Koordinator
Sistem Informasi Teknologi Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sinjai

Anggota

6. | Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Anggota
Pelayanan Perizinan

7. | Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Data
dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Anggota
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai

A. Mayapada AM, SE/ Pengelola Perizinan Anggota

Jumriah, S.Kom / Pengolah Data Anggota
10. | Raidawati Rahdar, S.Pi / Analis Data dan

Informasi Anggota
11. | Sudarling, S.Pd.,S.Sos./Tenaga Non PNS Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Anggota

Pintu Kabupaten Sinjai

KEPALA DINAS,




